
              

SALINAN 

 

 

 

BUPATI LANDAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK 

NOMOR 9 TAHUN 2019  

TENTANG 

KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK DARI ORGAN DAN PEGAWAI  

BADAN USAHA MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki 

potensi dan kemampuan yang dapat 

dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan 

melalui pekerjaan; 

b. bahwa pengaturan pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau 

anggota Komisaris dan anggota Direksi serta 

Pegawai perlu diatur untuk mewujudkan tata 

kelola perusahaan yang baik;  

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Landak perlu memberikan 

pengaturan untuk mewujudkan tata kelola 

perusahaan yang baik melalui kedudukan 

hukum dan hak organ dan pegawai Badan 



Usaha Milik Daerah;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Kedudukan Hukum 

dan Hak dari Organ dan Pegawai Badan Usaha 

Milik Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3970); 

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4279); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438). 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4756); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah  (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

305, Tmbahn Lembar Negara Republik Indonesia 

Nomor 6173); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentiaan Anggota Dewan Pengawas Atau 

Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan 

Usaha Milik Daerah. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia omor 

120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik 



Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  

dan 

BUPATI  LANDAK 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN 

HAK DARI ORGAN DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK 

DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Landak. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati  adalah Bupati Landak. 

4. Bupati mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang 

selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah 

yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum 

Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan 

kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Daerah. 

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS 

adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan 



memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi 

atau Komisaris. 

7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang 

bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum 

Daerah. 

8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi 

dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan 

Daerah. 

9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan 

BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD 

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri. 

11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah 

proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk 

menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris 

dan anggota Direksi BUMD.  

12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan 

keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau 

sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, 

mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian 

terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon 

Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang 

ditetapkan oleh Bupati. 

13. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah 

seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota 

Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses 

penjaringan.  

14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar 

mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.  

15. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah 

nama-nama yang telah mengikuti UKK.  

16. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.  

17. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi 

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan 

Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau 



RUPS.  

18. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan 

kepada karyawan. 

 

 

 

BAB II 

ORGAN DAN PEGAWAI BUMD 

Pasal 2 

(1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. 

(2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum 

Daerah terdiri atas: 

a. KPM; 

b. Dewan Pengawas; dan 

c. Direksi. 

(3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan 

perseroan Daerah terdiri atas: 

a. RUPS; 

b. Komisaris; dan 

c. Direksi. 

 

Pasal 3 

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah 

apabila dapat membuktikan: 

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung; 

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

perusahaan umum Daerah; dan/atau 

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 

menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan 

hukum. 

 

Pasal 4 

KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam 

pengembangan usaha perusahaan umum Daerah. Rapat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. rapat tahunan; 

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; 

dan 



c. rapat luar biasa. 

 

Pasal 5 

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan 

perseroan Daerah di dalam RUPS. 

(2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada 

pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Bupati tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan perseroan 

Daerah apabila dapat membuktikan: 

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung; 

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

perusahaan perseroan Daerah; dan/atau 

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 

menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara 

melawan hukum. 

 

Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan 

terbatas. 

 

Pasal 8 

(1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari 

unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 

pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak 

bertugas melaksanakan pelayanan publik. 

 

Pasal 9 

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang 

memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis 

lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang 

timbul karena perkawinan. 

 



BAB III 

DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS 

Pasal 10 

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris 

diangkat oleh RUPS.  

 

 

Pasal 11 

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris 

dilakukan melalui seleksi.  

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui 

tahapan:  

a. seleksi administrasi;  

b. UKK; dan  

c. wawancara akhir.  

 

 

Pasal 12 

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan 

terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan 

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa 

jabatannya berakhir. 

(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau 

anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan 

sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Komisaris berakhir.  

(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau 

anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 

15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal 

dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang 

membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan 

kekosongan jabatan kepada Bupati.  

(5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina 



Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi 

kekosongan.  

 

 

 

 

Pasal 13 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. sehat jasmani dan rohani;  

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan perusahaan;  

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu 

fungsi manajemen;  

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;  

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);  

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar 

pertama kali;  

h. tidak pernah dinyatakan pailit;  

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang 

dipimpin dinyatakan pailit; 

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan  

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon 

wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.  

 

Pasal 14 

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:  

a. Perangkat Daerah; dan  

b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.  

(2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi 

anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Panitia Seleksi bertugas:  

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;  

b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau 

Anggota Komisaris;  



c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk 

melakukan UKK; 

d. menentukan formulasi penilaian UKK;  

e. menetapkan hasil penilaian;  

 

 

 

 

f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota 

Komisaris; dan  

g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota 

Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.  

(4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

 

Pasal 15 

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling 

sedikit:  

a. kemampuan keuangan BUMD;  

b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan  

c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.  

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

Pasal 16 

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal 

Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris.  

 

Pasal 17 

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil 

penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.  

(2) Seleksi administrasi dilakukan terhadap unsur independen dan 

pejabat Pemerintah Daerah.  

(3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas 

atau Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

 



Pasal 18 

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi 

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).  

(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:  

a. tim; atau  

b. lembaga profesional.  

 

Pasal 19 

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.  

(2) Tim atau Lembaga Profesional bertugas:  

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;  

b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan  

c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.  

(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan Bupati.  

 

Pasal 20 

Indikator penilaian UKK paling sedikit meliputi:  

a. pengalaman mengelola perusahaan;  

b. keahlian;  

c. integritas dan etika;  

d. kepemimpinan;  

e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan  

f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.  

 

Pasal 21 

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris paling 

sedikit melalui tahapan:  

a. psikotes;  

b. ujian tertulis keahlian;  

c. penulisan makalah strategi pengawasan;  

d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan  

e. wawancara.  

 

Pasal 22 

(1) Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Komisaris yang 

dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani kontrak kinerja 



sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Komisaris. 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan 

pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama 

kali pada saat pendirian. 

(3) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali 

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu 

melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya. 

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat 

kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib 

menandatangani kontrak kinerja.  

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Komisaris. 

 

Pasal 23 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah 

anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. 

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak 

sama dengan jumlah Direksi. 

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih 

dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas 

diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota 

Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. 

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan 

pembiayaan bagi kepentingan BUMD. 

 

Pasal 24 

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa 

jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 

(satu) kali masa jabatan. 

 

Pasal 25 

(1) Dewan Pengawas bertugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan 



b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 

pengurusan perusahaan umum Daerah. 

(2) Komisaris bertugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; 

dan 

 

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksidalam menjalankan 

pengurusan perusahaanperseroan Daerah. 

(3) Dewan Pengawas wajib: 

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan 

b. membuat dan memelihara risalah rapat. 

(4) Komisaris wajib: 

a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan 

b. membuat dan memelihara risalah rapat. 

(5) Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur 

mengenai perseroanterbatas. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasansebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat(4) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 26 

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatannya berakhir; dan/atau 

c. mengundurkan diri; 

d. diberhentikan sewaktu-waktu. 

 

Pasal 27 

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris 

diberhentikan oleh RUPS. 

 

Pasal 28 

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan 

penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. 

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: 

a. honorarium; 

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 

d. tantiem atau insentif kinerja. 



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas 

dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 29 

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku 

jabatan rangkap sebagai: 

a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau 

badan usaha milik swasta; 

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

 

BAB IV 

DIREKSI 

Pasal 30 

Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi pada Perseroda 

diangkat oleh RUPS.  

 

Pasal 31 

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.  

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui 

tahapan:  

a. seleksi administrasi;  

b. UKK; dan  

c. wawancara akhir.  

 

 

Pasal 32 

(1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan 

terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan 

anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.  

(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa 

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi 

berakhir.  

(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal 

Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 

laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  



(4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan 

sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan 

terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada 

Bupati.  

 

(5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina 

Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi 

kekosongan. 

 

Pasal 33 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus 

memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. sehat jasmani dan rohani;  

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan perusahaan;  

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;  

d. memahami manajemen perusahaan;  

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;  

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);  

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial 

perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;  

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 

(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;  

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau 

anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan 

usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;  

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;  

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan  

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon 

wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.  

 

Pasal 34 

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit dari 

unsur  :  

a. Perangkat Daerah; dan  

b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.  



(2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi 

anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Panitia Seleksi bertugas:  

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; 

  

b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;  

c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk 

melakukan UKK;  

d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;  

e. menetapkan hasil penilaian;  

f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan  

g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses 

lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.  

(4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

 

Pasal 35 

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling 

sedikit:  

a. kemampuan keuangan BUMD;  

b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan  

c. ketersediaan Sumber Daya manusia;  

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

Pasal 36 

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal 

Calon anggota Direksi.  

 

Pasal 37 

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil 

penjaringan. 

(2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi.  

(3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah 

lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

mengikuti UKK.  

 



Pasal 38 

(1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilaksanakan 

oleh:  

a. Tim; atau 

 

  

b. Lembaga Profesional.  

(2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, melibatkan konsultan perorangan.  

(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas:  

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;  

b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan  

c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.  

(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

 

Pasal 39 

Indikator penilaian UKK paling sedikit meliputi:  

a. pengalaman mengelola perusahaan;  

b. keahlian;  

c. integritas dan etika;  

d. kepemimpinan;  

e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan  

f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.  

 

Pasal 40 

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:  

a. pisikotes;  

b. ujian tertulis keahlian;  

c. penulisan makalah dan rencana bisnis;  

d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan  

e. wawancara.  

 

Pasal 41 

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib 

menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota 

Direksi. 



(2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali 

anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik 

selama masa jabatannya. 

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib 

menandatangani kontrak kinerja. 

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi. 

 

Pasal 42 

(1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan 

oleh KPM. 

(2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah 

ditetapkan oleh RUPS. 

(3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk perusahaan 

perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. 

(4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan 

BUMD. 

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 43 

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun 

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali: 

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau 

prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang 

ketiga. 

 

Pasal 44 

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam 

anggaran dasar. 

 

Pasal 45 

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi: 

a. meninggal dunia; 



b. masa jabatannya berakhir; 

c. mengundurkan diri; atau 

d. diberhentikan sewaktu-waktu. 

 

 

 

Pasal 46 

(1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh 

KPM. 

(2) Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh 

RUPS. 

(3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

banyak terdiri atas: 

a. gaji; 

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 

d. tantiem atau insentif pekerjaan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 47 

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. 

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat 

Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan 

materi yang diputuskan. 

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yangberisi hal yang 

dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan 

ketidaksetujuan anggotaDireksi. 

 

Pasal 48 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggotaDireksi, 

pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan 

Pengawas atau Komisaris. 

(2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal 

BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan 

pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. 

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan 

seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan 



perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM dan pengurusan 

perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS. 

(4) KPM atau RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk 

membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan 

pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan 

anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. 

 

Pasal 49 

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah 

apabila: 

a. terjadi perkara di pengadilan antara penrsahaan umum Daerah 

dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau 

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang 

bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah. 

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 

berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu: 

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan 

dengan perusahaan umum Daerah; 

b.  dan/atau 

c. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai 

benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau pihak 

lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau 

Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan 

pemsahaan umum Daerah. 

 

 

Pasal 50 

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaan perseroan 

Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 

 

Pasal 51 

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 

a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan 

badan usaha milik swasta; 

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/ atau 

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 

sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan 

sebagai anggota Direksi. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 

sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai 

anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi 

dinyatakan berakhir. 

 

BAB V 

Pegawai BUMD 



Pasal 52 

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, 

pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan 

berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan. 

 

Pasal 53 

(1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai 

dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. 

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana 

kerja dan anggaran BUMD. 

(3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas: 

a. gaji; 

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai BUMD diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 54 

BUMD wajib mengikut sertakan pegawai BUMD pada program jaminan 

kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 55 

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan 

program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

 

Pasal 56 

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik. 

 

 

 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 57 

(1) BUMD yang sahamnya tercatat di pasar modal, pemilihan anggota 

Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pasar modal.  

(2) BUMD yang anggaran dasar atau keputusan RUPS mengatur hak 

penempatan anggota Komisaris dan anggota Direksi bagi pemilik saham 

di luar Pemerintah Daerah, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

perseroan terbatas.  

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Landak. 

  

 Ditetapkan Ngabang 

pada tanggal  12 September 2019 
          
        BUPATI  LANDAK, 

 
 TTD 
 

KAROLIN MARGRET NATASA 
 

 
Diundangkan Ngabang 
pada tanggal  12 September  2019 

  
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LANDAK, 
 

TTD 

 
VINSENSIUS 

 

  

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 9 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK, PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT : (9 TAHUN 2019) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK 

NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK DARI ORGAN DAN PEGAWAI BUMD 

 

I. UMUM 

Beberapa persoalan hukum yang menjadi dasar perlunya dibentuk 

peraturan perundang-undangan yang baru antara lain seperti kenyataan 

bahwa secara substansi peraturan yang ada sudah tidak relevan dengan 

kondisi kekinian, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih 

satu dengan lainnya, peraturan yang ada tingkatnya lebih rendah dari 

Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, sudah ada peraturan 

tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum 

ada. 

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB 

XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Terhadap perusahaan-

perusahaan milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum Undang-

Undang ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun 

terhitung sejak Undang-Undang berlaku. 

Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur 

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, 

sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut 

Perusahaan Daerah. Namun, dengan berlakunya Undang - Undang No. 

23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tersebut menjadi 

tidak berlaku, hanya saja peraturan pelaksananya selama tidak 

bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap 

berlaku.  

Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya 

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan 

Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda, 

penggunaan istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai 

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri 



Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Bupati untuk 

mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum 

Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).  

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Landak perlu memberikan pengaturan untuk mewujudkan 

tata kelola perusahaan yang baik melalui kedudukan hukum dan hak 

organ dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah. 

Dimana tujuan utama dari Pendirian BUMD adalah meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) dengan menjamin efektifitas dan 

akuntabilitas pelaksaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, 

sehat dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang 

teknologi dan manajemen. 

Untuk mencapai setiap tujuan tersebut diperlukan pengaturan 

pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau 

anggota Komisaris dan anggota Direksi serta Pegawai perlu diatur untuk 

mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. 

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perekonomian 

daerah guna menunjang pusat pengembangan kawasan industri, 

meningkatkan pendapatan asli daerah, memberikan kepastian hukum 

kepada Organ dan Pegawai BUMD sehingga dapat Terwujudnya 

Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahterah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 



Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ''unsur independen" adalah 

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang 

tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis 

dengan Direksi maupun pemegang saham. 

Ayat (2) 

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah 

diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan 

pengawasan BUMD. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 



Pasal 23 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pengangkatan anggota Dewan pengawas atau 

anggotaKomisaris tidak bersamaan waktunya dengan 

pengangkatananggota Direksi dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinyakekosongan kepengumsan BUMD. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Adapun tunjangan yang terdiri dari: 

1. Tunjangan hari raya; 

2. Tunjangan Trasportasi; 

3. Asuransi purna jabatan. 

 

Huruf c 

 Fasilitas terdiri atas: 



1. Fasilitas  kesehatan; dan 

2. Fasilitass bantuan hukum. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja” adalah 

pernyataankesepakatan dengan perusahaan (statement of 

corporate intent) yang memuat antara lain janji atau 

pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang 

ditetapkan oleh KPM atau RUPS. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 



Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Adapun tunjangan yang terdiri dari: 

1. Tunjangan hari raya; 

2. Tunjangan Perumahan; dan 

3. Asuransi purna jabatan. 

 

Huruf c 

 Fasilitas terdiri atas: 

1. Fasilitas kendaraan; 

2. Fasilitas  kesehatan; dan 

3. Fasilitass bantuan hukum. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 



Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 
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